BUPATI BELITUNG TIMUR

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 9 TAHUN 2025

TENTANG.

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF,
TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN DANA OPERASIONAL BAGI
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Menimbang

Mengingat

BUPATI BELITUNG TIMUR,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat

(3), Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (5) Peraturan
Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota  Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati
Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu ditetapkan
Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan
Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, dan Dana Operasional bagi Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran
2025;

. bahwa Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif,

Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dana Operasional bagi
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a,
ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten
Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan
Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan
Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6057) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan  Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6847)

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun
2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1067);

. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);



Memperhatikan :

Menetapkan

8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung

“Timur Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur
Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Belitung Timur Nomor 133);

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor
138);

10. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang

5L,

Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur
Tahun 2017 Nomor 53) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat
Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur
Tahun 2023 Nomor 24);

Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50);

Keputusan Bupati Nomor HK.00.03-45 Tahun 2025
tentang Kelompok Keuangan Daerah Kabupaten Belitung
Timur Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN
KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES BAGI
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH, DAN DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025.



KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Menetapkan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif,
Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dana Operasional bagi
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun
Anggaran 2025, dengan rincian sebagai berikut:
a. Tunjangan Komunikasi Intensif
1. Ketua sebesar Rp10.500.000,-(sepuluh juta lima
ratus ribu rupiah) orang/bulan;
2. Wakil Ketua sebesar Rp10.500.000,-(sepuluh juta
lima ratus ribu rupiah) orang/bulan; dan
3. Anggota sebesar Rp10.500.000,-(sepuluh juta lima
ratus ribu rupiah) orang/bulan.
b. Tunjangan Reses
1. Ketua sebesar Rp10.500.000,-(sepuluh juta lima
ratus ribu rupiah) orang/kali;
2. Wakil Ketua sebesar Rp10.500.000,-(sepuluh juta
lima ratus ribu rupiah); dan
3. Anggota sebesar Rp10.500.000,-(sepuluh juta lima
ratus ribu rupiah) orang/kali.
c. Dana Operasional
1. Ketua sebesar Rp8.400.000,-(delapan juta empat
ratus ribu rupiah) orang/bulan; dan
2. Wakil Ketua sebesar Rp4.200.000,-(empat juta dua
ratus ribu rupiah) orang/bulan.

Mekanisme pelaksanaan dan  pertanggungjawaban
penggunaan Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan
Reses dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU mengacu pada peraturan
perundang-undangan.

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan
Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal
2 Januari 2025.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal '3 Februari 2025

BUPAT] BELITUNG TIMUR,

v

BURHAG UDIN




